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0liti kelengkapan dokumen
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Kokallgk"pm dokumm}) untuk penerbitan gpypy up
d Sumz Pengantar SI’MUP‘

;; SPM—UP.

:;) gurat pernyataan

menyatakan bahwa

mencakup .

Pengguna Anggaran/Pengguna  Barang  Ya"9

U39 yang  diminta dipergunakan untuk uand
persediaan.

copy SK Penunjukan Pengelqlg kg a0
Ccopy dokumen DPA-SKpp,

copy dokumen SPD:

T

gan SKPD;

=2 S

Copy specimen tandatangan Pengelola Keu
NPWP Bendahara Pengeluaran;

-

angan SKPD;

=)

)
)
)
)
)
)

g) Nomor rekening Bendahara Pengeluaran pada PT Bank Jateng;
0 Bukti setor sisa anggaran tahun yang lalu,

e Kelengkapan dokumen untuk Penerbitan SP2p.GY mencakup:
| 1) surat Pengantar SPM-GU:
2) SPM-GU;

3) Surat pernyataan  Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang

menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk
keperluan selain Ganti Uang Persediaan;
4) Laporan pertanggungjawaban fungsional (spy Belanja).
; Kelengkapan dokumen untuk Penerbitan SP2D-Ty mencakup :

1) Surat Pengantar SPM-Ty;
2) SPM-TU;

3) Surat pernyataan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang

menyatakan bahwa uang yang diminta dipergunakan untuk Tambahan
Uang Persediaan;

4) Rincian rencana penggunaan dana;

5) Surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang
menyatakan bahwa :

a) Dana Tambahan Uang tersebyt akan digunakan untuk keperluan
mendesak atau sesuai dengan jadwal kegiatan harus segera

dilaksanakan dan akan habis digunakan dalam waktu saty bulan
terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D;



Gisa
n,
abila Dana Tambahan Uang tidak habis dalam 1 (satu) U2

b) pana harus disetor ke Kas Umum Daerah, kecuall

Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 ( satu) pulan.

Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwa ya
itetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kenda!

capan dokumen untuk penerbitan SP2D-LS mencakup

ng telah
pAIKPA.

Kelen:wat pengantar SPM-LS,

7)

14)
15)
16)

17)
18)

SPM‘LS'
gurat pernyataan Pengguna Anggaran / Penggun

menyatakan bahwa uang yang diminta diperg
Pembayaran Langsung;

Nomor rekening Bank Penyedia Barang / jasa pada Bank Umum,

Nomor pokok Wajib Pajak;

gurat Perintah Kefja / Surat Perintah Mulai Kerja / Surat Pesa
gurat perjanjian / Kontrak Pelaksanaan Pengadaan Barang / jasa;
Kuitansi bermaterai, nota / faktur yang ditandatangani pihak ketiga
giparaf Bendahara Pengeluaran, diketahui PPTK dan disetujui oleN
pengguna Anggaran / Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna

2 Barang yand

unakan untuk

nan /

Anggaran / Kuasa Pengguna Barang;

perita acara pemeriksaan tingkat penyelesaian pekerjaan, bermaterai;
Berita acara serah terima barang / jasa (PHO / FHO), atau kemajuan
pekerjaan, bermaterai cukup yang ditandatangani oleh kedua belah
pihak dan/atau disetujui oleh Pengguna Anggaran apabila kegiatan
dikuasakan atau didelegasikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen
serta diketahui oleh Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus

Berita acara pembayaran, bermaterai:

Surat pernyataan tidak terlambat;

Faktur pajak/Surat Setoran Pajak;

Berita acara pembebasan tanah yang dibuat oleh panitia pengadaan
tanah;

Foto yang menunjukkan tingkat kemajuan pekerjaan;

Surat Angkutan/Konosemen;

Surat jaminan uang muka (Bank Garansi) disertai dengan rencana
penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai
kontrak;

Jamsostek (tanda bukti pelunasan);

Surat bukti pendukung lainnya;
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D. P
i,

iami _— h
’ sufﬂt jaminan Bank UmumlLembaga Keuangan yang ditunjuk ole
19)

2

merintah untuk masa pemeliharaan bagi telah

pembayaran yang
meﬂcapai 100% darn nila kontrak

zengkapaﬂ dokumen untuk penerbitan SP2D-LS Pimpinan dan Anggota
(4]
" pROmenoP

Nomor rekening Bendahara Pengelyaran pada PT. Bank Jateng.
sufat pengamaf SPM~LS,

3) sPIhS
paftar Pimpinan dan Anggota DPRp beserta keluarga:

1)

g Daftar Nominatt Penghasian Tetap pimpinan gz anggota DPRD:

g Foto coPy Surat Seloran Pajak (Sgp) by jan 5y,

4bil2 terjadi kekeliruan dalam  penerpitan SP2D dilakukan pembetulan
Jn cara membuat surat Pemberitahuan dari Kuasa BUD (Sub Bagian
dengendaharaan) kepada Dias Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Per:rah Kabupaten Kudus dengan tembusan SKPD yang bersangkutan dan
g;ang pkuntansi pada Dnas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
kabupater S

. ,TAUSAHAAN PADA KAS DAERAH

pe natausahaan Penerimaan

Kas Daerah menerima STS atay bukti |ain yang disamakan atau Nota

Kredit dari Bank Umum yang ditunjuk Bupati:

a.

,, Kas Daerah mencatat STS / buktj Jain yang disamakan atau Nota kredit
ke dalam buku Kas penerimaan dan Pengeluaran (format K-1), buku kas
pembantu penerimaan dan pengeluaran (format K-2), buku kas
penerimaan per SKPD (format K-3) puky rekapitulasi penerimaan
daerah (formatkK-6) pada sisi penerimaan;

c. Kas Daerah pengirimkan buku - buky tersebut di atas dengan dilampiri
STS / bukti lain yang disamakan atau Nota Kredit setiap hari ke Dinas
Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kudus; dan

d. Kas Daerah mengirim laporan bulanan atas realisasi penerimaan daerah
kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kudus paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

e. SKPD penghasil menyusun rekapitulasi bulanan penerimaan daerah
dilingkungan kerjanya untuk dilaporkan salinan rekening koran

Penatausahaan Pengeluaran

a.  Kas Daerah menerima daftar penguji dan SP2D yang dilampiri SPM dari
Bagian Perbendaharaan / Bagian Verifikasi SP2D Gaji dan SP2D
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5.

a.

untuk mentransfer dana sesuaj ¥ang tercany
Jumlah netto kepada plhak Ketlga /Be
Jumlah potongan IWP, ppy, Gaii, Tap

rekening pengeluaran yngy poton

um dalam SP2D meliputi -
ndaharawan |

erum, PPN / PPh Rekanan ke
gan pihak ketiga atas nama

2)

Kantor Kas Daerah
Kas Daerahpminy:tor potongan IWP, Taperum dan Surat Setoran Bukan
pajak (SE,;B ) ke kas negara serta PPh gaji gan ppN / pph Rekanan ke
cantor pajak;

Kas Daerah mencatat SP2D ke dalam Buku Kas Penerimaan dan
pengeluaran (format K-1),

pengeluaran, (format K-2)
pada sisi pengeluaran.

buku' kas pembanty penerimaan dan

» buku kas Pengeluaran per SKPD (format K-4)

Kas Daerah mengirimkana buku buky tersebyt pada huruf d, dilampiri
gp2D dan SPM sefiap hari ke Dinag Pendapatan dan Pengelola
Keuangan Daerah Kabupaten Kudus:

Kas Daerah mencatat pemotongan dan penyetoran IWP, PPh Gaji,
Taperum, PPN / PPh pihak ketiga ke dalam buku pembantu per jenis
potongan (format K-5) dan menyampaikan laporan bulanan atas
pemotongan dan penyetoran tersebut pada Dinas Pendapatan dan
pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kudus paling lambat tanggal 10
pulan berikutnya;

Kas Daerah mengirim laporan bulanan atas realiasi pengeluaran Daerah
kepada Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Kudus paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya:dan

Kas Daerah mengrim buku — bukuk tersebut di atas dengan dilampiri
STS / bukti lain yang disampaikan atau nota Kredit setiap hari ke Dinas
Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kudus .

Rekonsiliasi Bank

Bank umum yang ditunjuk Bupati setiap bulan wajib mengirimkan
rekening koran Kas Umum Daerah kepada Kepala Bidang
Perbendaharaan dan Otorisasi pada Dinas Pendapatan dan Pengelola
Keuangan Daerah Kabupaten Kudus;

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Otorisasi pada Dinas Pendapatan
dan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kudus, setiap bulan

mengadakan rekionsiliasi bank dan mencocokkan saldi menurut
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AN ANGOARAN )
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OE"%E 40 anggaan sedapat mungkin ditindari untuk mewujudkan konssS

v

430 anggaran dan pelaksanaannya
oc” at
o antar nncian obyek belanja dalam obyek belanja berkenad? dap

n

gn 318° persetuyjuan Kepala Dres Pendapatan dan pengelolad

. n

40 n Daerah Kabupaten Kudus Dras Pendapatan dan pengelolad
,(eﬁa % paerah Kabupaten Kudus ;

erd

Keuaﬂg ran antar obyek belanja dalam jenis belanja dilakukan atas persetujuan
poe (ig Daeran selaku koordinator pengelola keuangan daerah;

an anggaran dimaksud angka 2 dan 3 dilakukan dengan cara
pe” peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai dasal
sanaan: untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan

k
o ntang perubahan APBD);

gaer" =
ra cara

 perkend®’
 sebagal berikut :

pala SKPD mengajukan permohonan untuk melakukan pergeseran

pergeseran belanja antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja
dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan

diatu

Ke
a ) . '
anggaran disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

kepada Sekretaris Daerah;

pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan

dapat dilakukan atas persetujuan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Kudus ;

pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan

atas persetujuan Sekretaris Daerah;

d. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf 5. b dan ¢
dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam
rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;

e. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis
belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang
APBD;

f. Pergeseran anggaran tidak dapat dilakukan setelah Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD ditetapkan.
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NGENDALIAN

ot endatian gimaksudkan untiuk mendonny agar (etasistma R i
¥ a8 yang telah dNEtApKan selinggs pelaksanaan ey Wy it et
pefe" b administrasi, tepat sasaran dan tepst madas

) IZANG L INGKUP PENGENDALIAN /80
p LingkuP pengendalian APED

Pengendalian Tingkat Kabupaten

pengendalian Tingkat Kabupaten diaksanavan ok Hags Vs A
pembangunan Sekretariat Dacrah Katmpaten s ertadsy iyt s (47
dibiayai APBD Kabupaten Kudus pada masig (s IR o Lok
untuk pengendalian pendapatan daerah dilaksanakan e Lnat St SR
dan pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 4750

pengendalian Tingkat SKPD

pengendalian Tingkat SKPD dilaksanakan wetara et ek, S
pelaksana Teknis Kegiatar (PPTK) Kuasa Pervguna komgpslv e %

Barang dan Pengguna Anggaran/ Pengguna Bararyg

5 PELAKSANAAN PENGENDALIAN APED

1 Rencana Pelaksanaan Kegiatan.



Mmﬁ # gebagai pedoman pelaksanaar kegiatar,

i yang ditandatangani 0 o
Kgg g SKPD yang bersangkutan

' M
Kepa p pelaksanaan Kegiatan mernyat
nc? '
& Jisi 48" o .
P,ogfam dan kegiatan yang akan dilaksanakar

?

b gikatol kinerja tiap kegiatan (jnpy, output, outcome),

c Tgrget Fisik tiap kegiatan per bulan,

d 5 Jwal rencana pelaksanaan kegiatan per bulan,

Jadwal rencana pelaksanaan pengagaan barang dan jasa;

Jadwal rencana penggunaan anggaran kegiatan perbulan.

can? pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Bupati melalui Asisten
wretars Daerah Kabupaten Kudus yang membidangi paling lambat 15 (lima

£la5) hari kerja setelah diterima Dokymen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
4 - Cara Pelaksanaan Pengendalian

ngendalian dilaksanakan dengan cara -
e . .
penelitian Administrasi
penelitian administrasi dilakukan terhadap proses administrasi;
pemantauan Lapangan
1) Dilakukan dengan peninjauan ke lokasi kegiatan:

7) Peninjauan lapangan dilaksanakan secara periodik
insidentil.

Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian

Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan APBD dilaksanakan

sebagai berikut:

1) Rakor Pengendalian Tingkat SKPD

maupun

(1) Rakor Pengendalian Tingkat SKPD diselenggarakan setiap awal
bulan, dipimpin oleh Kepala SKPD atay yang mewakili, dan diikuti

Pejabat dan staf terkait,

(2) Hasil rakor tingkat SKPD dilaporkan kepada Bupati up. Kepala

Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Kudus

paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berjalan.
2) Rakor Pengendalian Tingkat Kabupaten

(1) Rakor Pengendalian Kabupaten merupakan pengendalian triwulan

yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah, dan diikuti oleh para

pengelola kegiatan SKPD.
(2) Rakor Pengendalian Tingkat Kabupaten bertujuan untuk :

(a) Mengevaluasi kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus.
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Mengidentifikasi
(b) Qidentifikas; sorta

Permasalahay,
merumuskan upaya Penyelesais

(c) Menegaskan  kempyj;

dan  hambatan

Nnya

Kebiakan pimpinan dan pedoman
dalam rangka kelancaran pelaksanaan
Evaluasi triwulanan oleh Bupati

rapat evaluasi »
sebe‘”m‘ t[‘))aerah KaSII o bagian Pengendalian Pembangunan
gekretaria o :DUpaten Kudus melaporkan pelaksanaan program
- r
| kegiatan ggaran Pendapatan ggp, Belanja Daerah Kabupaten Kudus

aran 2
ghun angd 009 dalam bentyy inventarisasi data kepada Bupat

. bat 14 ;
palind i (empat belas) hap kerja sebelum pelaksanaan rapat

evamasi.

»ORAN PELAKSANAAN APgD

o berfungs! membenkarf gambaran tentang kemajuan fisik dan keuangan
permasalahan Yang teiadi pada sefiap kegiatan SkPD di Lingkungan

grintah Kabupaten Kudus, terdiri garj Laporan Bulanan dan Laporan Akhir

Pehun gengan ketentuan sebgai berikyt -
12

Laporan Bulanan kegiatan dari Skpp memuat target, realisasi fisik dan

 ealisasi keuangan. proses pengadaan barang an jasa serta permasalahan
yang terjadi, dengan format RFK-1S, RFK.2S dan RFK-35 sebagaimana
teﬂamplr.

;, Laporan bulanan kegiatan sumber dana APRD Kabupaten Kudus dan
cegiatan sumber dana APBD Propinsi dikirim paling lambat tanggal 5 bulan
perikutnya kepada Bupati up. Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan
setda Kabupaten Kudus, dengan tembusan kepada :

a. Kepala Bappeda Kabupaten Kudus
b. Inspektorat Kabupaten Kudus
¢. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Kudus

5, Laporan bulanan kegiatan sumber dana DAK dikirim kepada Bupati up.
Bappeda Kabupaten Kudus paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, dengan
tembusan kepada :

a. Kepala Inspektorat Kabupaten Kudus ;
b. Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Kudus
c. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Kudus.
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I}

, pelaksanaan pengacaan barang / jasa perpedoman pada Keputusan

’ W Akhir Tahun Anggara, memuat hasj yang dicapai permasalahan

¥ dmadapi dan upaya Pemecahann
p .

Yegiatan bantuan Keuangan dari proping;
K . 4 engkap! dengan nija; sharing A

K gksanaan kegiatan (1,
rak pel (format tertampir) Laporan tersebut merupakan
K gatu  bahan  dajam

53“’" —— Penyusunan Laporan  Keterangan
o rh,mggungjawa an Bupati kepada DpRp Kabupais

Ya. Untuk Laporan Akhir Tahun
Jawa Tengah kepada Kabupaten
PBD Kabupaten Kudus dan nilai

. n Kudus.

an akhir aNUN anggaran i, kepada Bupati paling lambat 2 (dua)
jan setelah tahun anggaran beraihjr, dengan tembusan kepada

pu Kepala Bappeda Kabupaten Kudus

3 2 ektorat Kabupaten Kuduys

) Kepald Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Kudus
; Kepala Bagian  Pengendalian
. b paten Kudus.

Pembangunan  Sekretariat Daerah

DAAN BARANG / JASA

presiden  Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

pengadaan Barang / jasa Pemerintah beserta perubahannya dan peraturan
0 erundangan lain yang berlaku;

, Guna pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, Bupati memberikan

pendelegasian kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

sebagai pengguna anggaran untuk menandatangani surat jawaban
sanggahan banding.

3 Pengguna Anggaran berkewajiban mengawasi dan bertanggungjawab atas

kelancaran pelaksanaan pengadaan barang / jasa serta bertanggung jawab
terhadap kebenaran formal, material dan procedural atas pelaksanaan
pengadaan barang/ jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom).
Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)
adalah Pejabat yang mempunyai kompetensi dan memenuhi syarat
sebagai berikut :
1. Memiliki integritas moral ;
2. Memiliki disiplin tinggi;
3. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta menajerial untuk

melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;

4. Menmiliki sertifikat keahlian pengadaan barang /jasa pemerintah;
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raturan
i Yewnggaraan Pengawasan  berpedoman pada ketentual pe !
P ng~undangan dan sek 2 . yriteria sebad
nda sekurang-kurangnya memenuhi Kr

gikut’ ,
TerciptanYa lingkungan pengendalian yang sehat
1 oreelenggaranya penilaian risiko;

T erselenggaranya aktivitag pengendalian:
' Terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi;
T ereelenggaranya kegiatan pemantayan pengendalian

?

\AAN KEGIATAN FISIK

S

: M  LOLA KEGIATAN SKFD

pE 1gelola Kegiatan SKPD adalah -

P’ .
s pengelold Keuangan SKPD sebagaimana tersebut dalam romawi Il huruf A:

1) pejabet Pelaksana Teknis Kegiatan -
im pelaksana kegiatan sebagai staf pelaksana yang dibentuk dan ditetapkan
’ deng@” Keputusan Pengguna Anggaran / Kyasa Pengguna Anggaran .
GELOU\AN KEGIATAN
5 P pelaksa"aan kegiatan belanja modal
' Pelaksanaan kegiatan modal dilaksanakan melalyi program dan kegiatan oleh
gKPD dalam kelompok belanja langsung, pengadaan barang / jasa dilakukan
eh SKPD: dicatat dan dilaporkan sebagai aset pemerintah daerah pada tahun
4 nggafa" berkenaan sesuai aturan yang berlaku :
pelaksanaan kegiatan belanja hibah
Diatur dengan Perauran Bupati tersendiri
pelaksanaan kegiatan belanja bantuan sosial
Diatur dengan Perauran Bupati tersendiri
pelaksanaan kegiatan belanja bantuan keuangan .
gantuan keuangan disalurkan langsung ke kas daerah / desa dan
penggunaannya dianggarkan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai

aturan pengelolaan keuangan daerah .

o dabian F:.Iaz ‘
—
1 |56k
7
'.j j'r' 4
13 li MUSTHOFA
g o e— \J
i s Digitally signed by
ﬂ : a., 1 ¥ 'l Bagian Hukum
Sekretariat Daerah

Kabupaten Kudus

] o / =
\ 14:52:12 +07'00"

Date: 2019.11.07
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